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ABSTRAK 
Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk kebijakan pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Daerah (Provinsi) di Tanah Papua untuk melindungi Noken 
sebagai warisan budaya takbenda. Perlindungan bagi noken Papua merupakan bentuk 
pemertahanan komunitas pewarisnya dalam menjaga derajat kepunahannya dan menjadi 
perekat dirinya dengan kehidupan alaminya. Kebijakan dan perlindungan terhadap noken di 
Papua telah tertuang secara tersirat dalam UU Otsus Papua No.21 Tahun 2001 Pasal 1 huruf 0 
: “adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh 
masyarakat adat setempat secara turun temurun”.  

Noken merupakan warisan budaya takbenda yang menjadi kewajiban bagi negara 
(duty of state) agar dapat mewujudkan hak-hak dan upaya perlindungan dalam memberikan 
jaminan hukum (legal guarantee) kepada setiap warga negara untuk mempertahankan hak-
hak dan sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk mewujudkan hak-hak 
tersebut. 

Tulisan ini akan mengungkap beberapa hal sebagai berikut : (1) noken dalam 
perspektif UNESCO; (2) noken dalam perspektif UUD 1945;  (3) Noken dalam perspektif 
Bhineka Tungga Ika; (4) Noken dalam perspektif Otonomi Khusus Papua; dan (5) Noken 
dalam perspektif Demokrasi. 
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1. Pendahuluan 

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Provinsi) di Tanah 

Papua untuk melindungi Noken sebagai Warisan Budaya Takbenda hingga saat ini masih 

dalam tataran wacana semata. Fakta selalu membuktikan bahwa kebijakan  atau peraturan 

seringkali memarjinalisasi kelompok tertentu dalam masyarakat telah memperburuk citra 

(image) pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan bagi masyarakat serta sebagai 

warga negaranya. Citra ini menggambarkan bahwa kebijakan dan perlindungan yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah tanpa disadari sering menjadi musuh yang 

tersembunyi. Simbol-simbol budaya, seperti warna hitam, ras keriting, noken, dan koteka 

yang menurut standar wacana masa kini mendekati apa yang disebut unsur-unsur medan 

makna penghinaan atau perendahan atas jati diri. Namun, pihak lain, simbol-simbol kebijakan 

perlindungan tertentu menjadi alat legitimasi dalam mengontrol masyarakat agar tidak dapat 

menimbulkan kekerasan psikis atau kekerasan simbolik. Perbuatan-perbuatan tersebut sulit di 

deteksi melalui kebijakan, aturan atau undang-undang perlindungan yang terus-menerus 

terjadi dalam jangka waktu relatif lama, serta telah menimbulkan penilaian negatif terhadap 

keberadaan keindonesiaan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.  

Pemberian kebijakan dan perlindungan atas noken Papua sejalan dengan instrumen 

dasar yang hukum internasional yang menjadi dasar perlindungan pengetahuan  tradisional 

yang bertumpu pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dasar hukum perlindungan 

pengetahuan atau warisan budaya dapat dirujuk pada beberapa instrumen hukum 

internasional yang mencakup: (1) perlindungan pengetahuan tradisional atas dasar hak asasi 

manusia, (2) perlindungan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya dan sumber daya 

(bdk. Daulay, 2011:74).  

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Provinsi) di Tanah 

Papua untuk melindungi noken sebagai warisan budaya takbenda dalam tulisan ini akan 

dieskplorasi melalui paradigma kritis. Paradigma kritis akan digunakan untuk melakukan 

konstruksi refleksif terhadap memorial yang tumbuh dan berkembang pada birokrasi dalam 

sistem pemerintahan atau ketatanegaraan. Kebijakan dan perlindungan terhadap “Noken” di 

Papua  melalui paradigma kritis diharapkan dapat mengungkap kebijakan-kebijakan yang 

telah dilakukan dalam melindungi warisan budaya tak benda. Konstruksi kebijakan dan 

perlindungan terhadap “Noken” di Papua  dapat dieksplorasi melalui kerangka perspektif 

critical discourse analysis (CDA). Berangkat dari uraian-uraian di atas, maka tulisan ini akan 

memfokuskan pada upaya pengungkapan sebagai berikut : (1) noken dalam perspektif 

UNESCO; (2) noken dalam perspektif UUD 1945;  (3) Noken dalam perspektif Bhineka 
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Tungga Ika; (4) Noken dalam perspektif Otonomi Khusus Papua; dan (5) Noken dalam 

perspektif Demokrasi. 

 

2. Pembahasan 

2.1 Noken dalam Perspektif UNESCO 

Menurut Daulay (2011:10-11) bahwa perlindungan hukum terhadap pengetahuan 

tradisional juga telah diupayakan melalui rezim Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Inisiatif 

pertama untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam kerangka HKI dilakukan oleh 

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization-WIPO) 

bekerja sama dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 

UNESCO) pada tahun 1978. Usaha ini telah menghasilkan suatu Model Hukum (Model Law) 

yang dikenal dengan the WIPO-UNESCO: Provision for National Laws on the Protection of 

Expression of Folklore against Illicit Exploitation and other Prejudication Action, 1982. 

Sejak itu, upaya perlindungan pengetahuan tradisional melalui HKI semakin mendapat 

perhatian tidak hanya oleh lembaga internasional, regional, tetapi juga oleh Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM). 

Selain itu, Daulay (2011:18) mengungkap bahwa UNESCO telah mengatur 

pengetahuan tradisional di dalam “Konvensi mengenai Usaha Perlindungan Warisan Budaya 

Takbenda” (the convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage), 2003. Dalam 

pasal 2, Konvensi ini, “warisan budaya takbenda” dijelaskan sebagai “praktik-praktik, 

penggambaran ekspresi, pengetahuan, dan keahlian…., di mana suatu komunitas, kelompok 

dan dalam beberapa kasus individu, mengakuinya sebagai warisan budaya mereka”,   

Dalam perspektif UNESCO, domain-domain yang menjadi manifestasi warisan 

budaya takbenda tersebut, yaitu (1) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai suatu 

sarana warisan budaya yang bersifat takbenda (intangible), (2) seni pertunjukan, (3) 

kebiasaan-kebiasaan sosial, ritual, dan upacara, (4) pengetahuan dan keahlian berkenaan 

dengan alam maupun jagat raya, dan (5) kerajinan tangan tradisional (Daulay, 2011:19). 

Noken Papua sebagai tas rajutan atau ayaman multifungsi kerajinan tangan rakyat 

Papua resmi ditetapkan di Paris pada tanggal 4 Desember 2012 sebagai Warisan Budaya 

Takbenda.1 Ketua Sidang Komite Antar-Pemerintah ke-7 untuk Perlindungan Warisan 

Budaya  Takbenda, Arley Gill dari Grenada, mengetok palu menandai secara resmi momen 

                                                           
1 Carmadi Machbub, Duta Besar RI untuk UNESCO, menjelaskan bahwa inskripsi Noken menambah satu lagi 

warisan budaya takbenda Indonesia yang telah ditetapkan UNESCO, menyusul Wayang, Keris, Batik, Diklat 
Warisan Budaya Batik untuk Siswa Sekolah, Angklung dan Saman 
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penetapan yang disambut tepuk tangan dan sorak-sorai 640 wakil dari 148 negara yang 

memadati Ruang XII di Markas UNESCO.2  

 

2.2 Noken dalam perspektif UUD 1945 

Bangsa yang majemuk adalah bangsa yang memiliki keragaman budaya dalam sejarah 

kehidupan suku-suku bangsanya. Sebagian perbedaan antara bangsa itu sejalan dengan 

perbedaan budaya yang tumbuh dan berkembang atas dasar kondisi geografis, kepercayaan, 

dan kondisi lainnya yang masing-masing ditandai oleh ciri-ciri fisik khas, yang di dalamnya 

mencakup kekayaan akan keragaman cara berpikir, adat dan sistem hukum adat serta bahasa. 

Hal ini merupakan sebuah bukti ketangguhan dan kebesaran bangsa Indonesia di mata dunia 

karena mampu menata kehidupan berbangsa dan bernegara, meski berada dalam 

keberagaman budaya. Di atas keragaman budaya kelompok etnik itulah menjadi modal dasar 

Bangsa Indonesia berdiri serta sebagai puncak dari semua kebudayaan kelompok etnik yang 

ada dan tersebar di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam rangka mendukung kebijakan dan perlindungan noken Papua,  salah satu 

ancangan yang dilakukan adalah merevitalisasi pola tatanan kehidupan dan kearifan budaya 

lokal pada setiap kelompok etnik agar perangkat nilai dan kearifan lokal tersebut dapat hidup 

dan berkembang lagi sesuai substansi yang sebenarnya dalam realitas kehidupannya setiap 

hari. Upaya tersebut merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia sesuai amanat UUD 

1945 pasal 281 Ayat (3) pasca perubahan yang menyatakan: “Identitas budaya dan hak 

masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.  

Sejalan dengan itu, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan dan hukum juga mendapat 

perlindungan dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Negara 

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau 

istimewa”. 

 

2.3 Noken dalam Perspektif Bhineka Tunggal Ika 

Proses menasionalisasikan ruang gerak budaya noken saat ini sedang berlangsung,  

namun di pihak lain telah terjadi pangabaian terhadap keberadaan budaya lokal yang 

beragam, baik berupa budaya materi yang begitu kaya di berbagai tempat. Selain itu, 
                                                           
2 Wakil Menteri Bidang Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Wiendu Nuryanti 

menyampaikan pidato singkat, menyambut inskripksi Noken pada daftar UNESCO yang bergengsi itu. 
“Pengakuan UNESCO ini, akan mendorong upaya melindungi dan mengembangkan warisan budaya Noken, 
yang dimiliki oleh lebih dari 250 suku bangsa di Provinsi Papuda dan Papua Barat. Inskripsi UNESCO ini 
bukanlah tujuan akhir, melainkan awal upaya kita untuk bersama-sama menggali, melindungi dan 
mengembangkan warisan budaya Noken yang penting ini. 
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institusi-institusi lokal kurang berfungsi dengan baik dalam mendorong kemampuan penataan 

sistem sosial, ideologi, maupun nilai lainnya yang mengandung pengetahuan lokal.  Jika 

proses nokensisasi keindonesiaan ini tidak berjalan baik akibat infrastruktur pemerintah yang 

lumpuh, maka pemerintah bukan saja gagal menemukan potensi budaya nasional, tetapi juga 

melahirkan resistensi yang sangat besar dari berbagai daerah.   

Urgensi kebudayaan dan perlindungan noken saat ini terjadi karena  sedang terjadi 

pengingkaran atas status budaya lokal yang beragam dan terjadi dalam berbagai bentuk yang 

kemudian melahirkan dan menjauhkan Indonesia dari sifat “Bhineka Tunggal Ika” . Ruang 

budaya tidak mendapatkan pengakuan dan berada dalam posisi yang tidak diperhitungkan. 

Fakta pengingkaran budaya daerah terjadi akibat proses sentralisasi yang berlebihan. Budaya 

daerah dapat dianggap sebagai sumber hukum dan sumber  dalam pembentukan tatanan sosial 

dan politik  maupun ekonomi suatu daerah yang masih menjadi sesuatu yang tidak 

terdefenisikan. Kompleksitas budaya dan kearifan lokal yang ada di Tanah Papua merupakan 

salah satu simbol cara pandang dalam berbagai hal, misalnya sistem nilai, tingkah laku sosial, 

ekonomi, dan politik yang berbeda satu dengan yang lain. Kadang-kadang keragaman ini 

telah dikesampingkan karena dinilai menjadi faktor penghambat integrasi dan karenanya 

menjadi penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi.  

 

2.4 Noken dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua  

Mengacu pada semangat pascareformasi, maka lahirlah UU No. 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Papua.3  UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua 

selanjutnya disingkat UU Otsus Papua. UU Otsus Papua sebagai wacana publik yang 

berkembang di Indonesia pascareformasi telah disahkan dan diundangkan pada 21 November 

2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135. UU Otsus Papua merupakan 

sebuah dokumen dan lembaran negara wacana publik yang mengandung sejumlah 

kewenangan dan kebijakan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang sarat dengan  

nunasa legitimasi kekuasaan pemerintah. UU Otsus Papua merupakan keputusan politik yang 

dikeluarkan sebagai alat kelengkapan politik negara dan proses perumusan perundang-

undangannya dianggap sebagai kegiatan yang sarat dengan nuansa politis.  

Otsus Papua merupakan salah satu bentuk desentralisasi-politik asimetris yang 

berperan sebagai jalan tengah. Di satu sisi, masyarakat tetap dapat melaksanakan hak-haknya 

                                                           
3 UU Otsus Papua termasuk produk undang-undang dalam arti formil (wet in formalizen), yakni keputusan 

tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah 
laku yang berlaku dan bersifat mengikat umum (bd. Soeprapto, 2007:7; Handoyo, 2008:4). 
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untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi, dan 

budaya yang telah diciptakan melalui otonomi khusus tanpa harus menjadi ancaman bagi 

negara yang berdaulat (Warami, 2014a; Salossa, 2005:63). Selain itu, otonomi khusus dapat 

memastikan dua hal yakni: (1) seluruh penduduk di wilayah tersebut harus memperoleh 

manfaat, dan (2) kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan bahkan 

didiskriminasikan harus memperoleh perhatian khusus.  

Secara khusus belum tampak kebijakan dan perlindungan noken Papua, namun dalam 

perspektif CDA, terungkap makna-makna kebijakan-kebijakan nasional yang tertuang dalam 

UU Otsus Papua. Kebijakan yang dikonstruksi dan didayagunakan dalam UU Otsus Papua 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

Pasal 2 Ayat 2 : Provinsi Papua dapat  memiliki  lambang  daerah  sebagai  panji   
               kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam 

bentuk bendera dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol 
kedaulatan. 

Pasal 44  : Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan  
intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 57  : Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan  
kebudayaan orang asli Papua.  

Pasal 63            : Pembangunan  di Provinsi  Papua dilakukan dengan berpedoman   
                pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian 

lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan tata ruang 
wilayah. 

Pasal 64 Ayat 1: Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan 
               lingkungan hidup terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, 

melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber 
daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar 
budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan 
memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan penduduk. 

 

Klausul lambang daerah, hak kekayaan intelektual, kebudayaan, pembangunan 

berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan lingkungan hidup terpadu pada data kutipan 

di atas merupakan fakta wacana penanda bahwa telah terjadinya proses-proses komunikasi 

antara pusat dan daerah dari hasil integrasi kekuasaan. Klausul  di atas mengandung makna 

semantis, yakni (1) sebagai kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai 

tujuan dan sasaran dari perlindungan warisan budaya di Provinsi Papua, dan (2) sebagai 

upaya agar warisan budaya tetap terjaga kelestarian fungsinya dalam menjamin kelangsungan 

daya dukung dan daya hidup warisan budaya lokal dalam konteks keindonesiaan.  Sejalan 

dengan upaya kebijakan dan perlindungan noken Papua, Akib (2013:17) menguraikan bahwa 

kewajiban bagi negara (duty of state) adalah mewujudkan hak-hak lingkungan dan upaya 
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perlindungan dalam memberikan jaminan hukum (legal guarantee) kepada setiap warga 

negara untuk mempertahankan hak-hak lingkungannya dan sekaligus memberikan kewajiban 

kepada negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut. 

 

2.5 Noken dalam Perspektif Demokrasi 

Menurut Warami (2015:6-7) menyebut bahwa dalam perspektif demokrasi Papua, 

tradisi noken melalui sistem politik Big Man di Papua telah berlangsung selama ratusan tahun 

atau bahkan ribuan tahun silam, sedangkan sistem demokrasi liberal di Indonesia baru 

berlangsung selama 15 (lima belas) tahun belakangan ini sejak era reformasi. Dua sistem ini 

menjadi dua sisi yang berbeda dalam alam demokrasi. Tradisi noken dikonversi menjadi 

sistem demokrasi yang dianut, yakni one man power  all vote, dan sebaliknya dalam tradisi 

sistem demokrasi liberal lebih mengedepankan asas “one man one vote”. Tradisi noken dalam 

sistem demokrasi di Papua diberlakukan pada ekologi wilayah yang menganut sistem 

kepemimpinan Big Man, karena seorang Big Man atau kepala suku tidak sekedar sebagai 

pemimpin politik yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, akan tetapi 

juga sebagai pemimpin ekonomi, sosial, dan budaya. Kekuasaanya pun bukan hanya 

diperoleh dari keturunannya, tetapi karena pengaruh, kharisma, dan warna kepemimpinannya 

yang membuatnya disegani dan terkadang ditakuti.4  

Dalam perspektif pemilihan umum (legislatif,  presiden dan wakil presiden, dan 

kepala daerah), noken juga digunakan sebagai pengganti kotak suara untuk memilih calon 

kepala daerah dan wakil kepala daerah, presiden dan wakil presiden, serta wakil-wakil 

lainnya dalam anggota legislatif di tingkat daerah dan pusat untuk daerah pemilihan Papua. 

Proses pemilihan sistem noken dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang 

yang dipimpin oleh tokoh masyarakat (kepala suku atau Big Man) setempat dengan meminta 

surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada agar dimasukkan ke dalam noken sesuai 

dengan calon siapa yang diinginkan.  Pada pemilu legislatif, menurut Sodiki (2009:1-5) 

bahwa konstitusionalitas noken demokrasi telah terjadi pada masyarakat Yahukimo Papua, di 

mana pelaksanaan pemilihan umum dapat sesuai dengan caranya sendiri (adat), yaitu pemilih 

memasukkan surat suara yang telah dicontreng ke dalam “noken” yang diasumsikan sebagai 

kotak suara pemilu. Atas dasar konteks kelokalan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 

putusan sebagai pengakuan konstitusi terhadap kesatuan masyarakat hukum yang masih 
                                                           
4 Peradaban sistem Politik Melanesia terbentang mulai dari Pulau Papua hingga ke Pulau Salomon yang 

memiliki karakterisitik sistem politik yang bertumpu pada “Big Man”. Lihat Pieter Ell, dkk. (2013: x-xi).  
Sistem Noken, Demokratiskah?. Jayapura: Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Ell dan Rekan-
Pemda Prov.Papua. 
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hidup. Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan 

masayarakat Papua yang menyelenggarakan pemilihan umum denga  cara dan sistem 

“kesepakatan warga” atau “aklamasi”, karena jika dipaksanakan menggunakan tata cara 

pemilihan umum sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 

dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat.5 

Selain itu, semenjak era reformasi hingga ke era otonomi khusus Papua, tradisi noken 

telah mengalami tranformasi nilai ke arah tranformasi demokrasi dan negosiasi. Noken 

kemudian dikemas menjadi media dialog damai sebagai wahana sentral dari seluruh proses 

penyelesaian konflik dengan dua pertimbangan dasar, yakni. Pertama, terjadinya dialog 

mencerminkan adanya kemauan baik (good will) dari setiap pihak yang bertikai untuk 

mencari solusi damai atas pertikaian yang dihadapi. Negosiasi atau dialog menjadi indikator 

teramat penting bahwa para konfliktan melihat dan menyadari adanya cara-cara lain yang 

lebih bermartabat di luar cara-cara kekerasan (violent) dan bersenjata (armed) dalam 

menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kedua, bagi sentralnya negosiasi adalah karena 

seluruh rangkaian perundingan tersebut diharapkan akan menghasilkan kesepakatan-

kesepakatan (agreements) atau setidak-tidaknya kesepahaman (mutual understandings) 

tentang langkah-langkah yang akan ditempuh untuk (1) mengakhiri tindak dan cara 

kekerasan, (2) mengelola secara damai pertentangan dan perbedaan yang masih ada, dan (3) 

membangun dan membina hubungan damai secara berkelanjutan (sustainable peace) di 

antara para mantan aktor berkonflik.6 

Dalam perspektif demokrasi, beberapa suku atau subsuku di Papua telah berabad-abad 

lamanya menggunakan noken sebagai media dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi. 

Misalnya, Suku Maybrat di Provinsi Papua Barat menyelesaikan konflik dengan cara mengisi 

dan menyimpan kain timur sebagai harta benda utama dalam noken lalu menyerahkan pada 

pihak-pihak yang berkonflik atau pihak korban sebagai simbol perdamaian. Suku Mee, suku 

Moni, suku Amunge di Provinsi Papua menyelesaikan konflik dengan mengisi dan 

menyimpan kulit bia/kerang ke dalam noken sebagai alat tukar/pembayaran tradisional yang 

sah dalam membayar, membeli, dan menyelesaikan masalah berdasarkan sistem penyelesaian 

adatnya. Suku Asmat, Marind, Yakhai, dan sebagainya di Merauke Provinsi Papua 

menyelesaikan konflik atau masalahnya dengan cara mengisi hasil kebun dalam noken 
                                                           
5 Keputusan MK No.47-48/PHPU.A.VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Pengesahan Penggunaan Noken 

dalam Pemilu di Papua. Petunjuk Teknis No.1 Tahun 2013 yang tertuang dalam Peraturan KPU Provinsi 
Papua No. 030 Tahun 2013 dengan SK No.01/Kpts/KPU.Prov.030/2013. 

6 Tawaran konsep Mangadar Situmorang (2011) Ke Arah Penyelesaian Konflik di Papua pada Seminar dan 
Workshop Perumusan Model Dialog untuk Papua Damai pada Forum Akademisi untuk Papua Damai dan 
IMPARSIAL, Bandung, 09 s/d 12 Desember 2011 
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sebagai simbol perdamaian pada tempat musyawarah-mufakat. Suku-suku di Teluk 

Cenderawasih (Biak, Serui, Waropen, dan Wandamen) menyelesaikan konflik atau 

masalahnya dengan cara mengisi piring batu (porselin) ke dalam noken sebagai alat 

pembayaran, alat kontak, dan tanda ikatan untuk berbagai kepentingan. 

 

3. Simpulan 

Kebijakan dan perlindungan noken Papua saat ini bertujuan untuk (i) melestarikan atai 

konservasi pengetahuan tradisional (preservation or conservation of traditional knowledge), 

(ii) peningkatan inovasi (innovation promotion), dan (iii) pembangunan yang berkelanjutan 

(sustainable development). Berdasarkan tujuan di atas, tampaknya noken  masih sekedar 

wacana semata, karena warisan tradisi terbaik yang diakui oleh dunia internasional sebagai 

salah satu kekayaan budaya tak benda ‘‘Intangiable Cultural Heritage’ ini belum memiliki 

produk hukum yang memandatkan pada arah kebijakan dan perlindungan yang menjadi 

bagian dari prioritas keselamatan warisan budaya tanpa mengorbankan unsur-unsur budaya 

lainnya.  

Di saat noken belum memiliki produk hukum yang kaut dalam  hal kebijakan dan 

perlindungan warisan budaya, noken dalam paradigma demokrasi modern mengambil peran 

di Papua sebagai salah satu media penyelesaian konflik melalui model “Noken Dialog”. 

Sebagai bagian dari proses demokrasi, noken dipandang sebagai sebuah konstruksi 

kontekstual yang terkini dalam membangun prinsip-prinsip kesetaraan dan keberpihakan 

yang sesuai dengan cita-cita demokrasi. Noken secara kreatif, inisiatif, dan imajinatif menjadi 

alat legitimasi baru rakyat Papua dalam sistem penyelenggaraan pemerintah pada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai sistem media demokrasi (noken demokrasi), 

noken juga dikonstuksikan sebagai media perdamaian dalam proses aktor yang berkonflik 

(noken dialog). 

Dalam kerangka implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Papua, sudah 

selayaknya menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan upaya peningkatan pelestarian 

noken Papua melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), dan 

Peraturan Daerah Istimewa (Perdasi). Secara umum upaya yang dikonstruksi dan 

didayagunakan melalui UU Otsus Papua itu masih sangat rendah, terutama kesadaran 

pemerintah daerah (Pusat dan daerah) dalam implementasinya masing-masing untuk 

mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan noken Papua berdasarkan amanat 

undang-undang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jati diri orang Papua. 
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